REPUBLIK INDONESIA

No.1018, 2018 BAPPENAS. Lembaga Wali Amanat Dana
Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia
Climate Change Trust Fund. Perubahan Kedua.

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA WALI
AMANAT DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/
INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sektor energi baru dan terbarukan serta kelautan
memiliki peran penting untuk mendukung pencapaian
target penurunan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 29%
(dua puluh sembilan persen) dengan upaya sendiri dan
41% (empat puluh satu persen) dengan dukungan
internasional pada tahun 2030;
b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan
kegiatan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian
Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia Climate Change
Trust Fund dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan
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Mengingat

1.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3
Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat
Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia
Climate Change Trust Fund sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim
Indonesia/ Indonesia Climate Change Trust Fund,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3
Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Amanat Dana
Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia Climate

Change Trust Fund,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



2018, No.897

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5202);

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana
Perwalian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 109);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 113)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
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Menetapkan

Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 997);

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim
Indonesia/Indonesia Climate Change Trust Fund (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 915)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun
2013 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana
Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia Climate
Change Trust Fund (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1616);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
WALI AMANAT DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM
INDONESIA/INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian
Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia Climate Change Trust
Fund sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan



